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Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
yang menggunakan irah-irah : *“Demi Keadilan
Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah cacat
hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena

~ telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal
10 UU No. 14/1970 dan UU No. 5/1599”

03 K / KPPU / 2002.
2 Januari 2003.

: -~ H. Soecharto, SH

s

- Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH

— Ny. Marianna Sutadi, SH
Persaingan Usaha

-~ Bahwa Termohon kasasi memutuskan :

1. Pemohon bersama dengan turut Termohon
IV, Tutut termohon I, Turut Termohon III,
Turut Termohon VII, Turut Termohon VIii
secara bersama melanggar pasal 22 UYJ No.
5/1999 karena melakukan persekongkolan yang
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa
tindakan saling menyesuaikan/membandingkan
dokumen tender penjualan saham dengan
Convertible bonds Indomobil.

2. Menghukum pemochon bersama-sama turut Ter-
mohon IV membayar denda Rp. 10.500.000.000.-
{(Sepuluh milyar lima ratus ribu juta rupiah)

" dibayar paling lambat dalam waktu 45 hari
terhitung sejak keputusan dibacakan dengan
denda keterlambatan 0,175 untuk setiap hari
keterlambatan tidak melaksanakan keputusan.

3. Menyatakan bahwa denda keterlambatan
pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun
ada vpaya hukum.

4, Menyatakan tarut termchon I, I, 11, TV, V, VI,
IX secara sah dan menyakinkan melanggar pasal
22 UU No. 5/1999.
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3.

Menyatakan torut termohon VI dan VII tdak
terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar
pasal 22 UU.No. 5/1999,

~ Bahwa pemohon keberatan atas keputusan termohon
dengan alasan :

1.

Tidak bel'wenang mengeiuarkan putusan berkepala
“Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang
Maha Esa.

“Tidak berwenang menangam perbuatan diluar

ruang lingkup UU No.-5.

Tidak ada-dasar hukum memngk’atkan status
pemohon -dari saksi menjadi terlapor dan tidak
ada dasar hukum untuk-menghukum pemohon.

Tidak ada dasar. hukum menyatakan pemohon

tidak kooperatif.

Tidak terbukti .dasar hukum penghukuman dan
besarnya dengan.

Tidak berwenang mengeluarkan putusan serta
merta.

— Bahwa beredarkan uraian tersebut pemotion ﬁ}éﬁ;bhon

agar : _
1. Mengabulkan keberatan pemohon selumhnya
2. Menyatakan pemohon adalah pemohon yang baik
dan benar.
Menyatakan termohon tidak berwenang memeriksa

dan memutaskan penjuaian saham dan obhgasn

Konvensi Indomobil.

Bahwa PN Jakarta Selatan salah menerapkan hukum ééng:éh pé:rtimijgngan

sebagai berikut :

a. Seharusnya.lebih dahulu mempertimbangkan segi formil atas keberatan
maupun putusan yang menjadi objek keberatan tersebut.

b.  Bahwa keberatan atas keputusan KPPU No. 03/KPPU-1/2002 tanggal 30
Mei 2002 diajukan keberatan dalam bentuk gugatan dimana KPPU sebagai
Termohon keberatan, para pelaku usaha sebagai para turut Termohen

keberatan.




- “Bahwa menurut pasal 30 -ayat 2 UU No. 5/1999 KPPU adalah suatu

v lembaga Independen: yang bertanggung jawab kepada Presiden karenanya
"KPPU bukan badan hukom yang berwenang bertindak dimuka Pengadilan
sehmgga ia tidak dapat menym pxhak dalam suatu gugatan perdata,

Bahwa Putusan PN. Jakarta Seiatan No. 02/Pdt. KPPU/2001/PN.Jak.Sel

_dan. MLA. akan. mengadlh sendm dengan peritmbangan sebagai berikut :

Mahkamah Agun0 akan mempemmbangkan segi formal putusan No.

03/KPPU-1/2002 tanggal 30 Mei 2002 tanpa memeriksa pokok perkara.

.. Bahwa Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan

Yang Maha Esa” sesuai pasal 30 UU No. 5/199 KPPU bukan peradilan

- -5ebagaimana .yang . dimaksud: pasal 10 UU No. 14/1970 dan juta tidak
.- memperoleh kewenangan secara khusus dari UU No. 5/1999 serta peraturan
.. perundang-undangan lainnya untuk memuat irah-irah tersebut,

o Bahwa ‘karenaitw KPPU dalam putusan tersebut telah melampaui

kewenangannya, schingga' putusan’ itu mengandung cacat hukum dan

~“kernanya harus dinyatakan- batal demi hukum.

AMAR PUTUSAN ML.A. -

. Mengabulkan permohonan kasasi dari :. Komisi Pengawas Persaingan Usaha /
KPPU. o S :
Membatalkan Putusan PN, J ak Sei No. 02/Pdt EPPU/2002/PN. Jak.Sel ranggal

1 Agustus 2@@2

M?L‘NGAE’)ILI SENDIRI :

.. Menyaiakan batal (iemx brakum: putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha/

 KPPU No. OS/KPPU~I/2002 t'mggdl 30 Mei 2002,

Menghukum pemohon kasasiftermohon keberatan untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam:tingka kasasiiini ditetapkan:

. sebanyak Rp. 50.000,-
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~PUTUSAN. :
NOMOR : 03 K/KPPU/2002

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebaga:
berikut dalam perkara : :

KOMISY PENGAWAS PERSAINGAN USAHMA/KPPU, beraldmat di
JI Ir. H, Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, dalamhal ini diwakili oleh
kuasanya R. Kurnia Sya’ranie; -SH.. dan kawan-kawan ‘bérdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2002, Pemohon kasam dahulu Termohon
Keberatan; ;

melawan

JIMMY MASRIN, beraiamat di J1 S}mprﬂR Golf X Kav 143 Iakartae
Selatan; ’I‘ermohon kasasi dahulu Pemohon keberatan;

.dan

1. PT. HOLDIKO PERKASA, berkedudukan di Takarfa, beralamiad di
© Gedimg Indosemen; lantai 12, Jalan Jénderal” Sudirman Kav 770- 71

2. PL.TRIMEGAH SUCURITES berkedudukan di Iakarta beralamat
di Artha Graha Bmldmg, Iantax 18, Jaian Jcnde:a} Sud;rman Kav.
52-53;

3. PL.CIPTA SARANA DU’I‘A PERKASA berkedudukan ch J akzu ta,
beralamat di Artim Graha Bmldmg, lantai 18 Jalan Jender&l Sudn‘mm
Kav. 52-53;

4. PRANATA IEAJABI bertempat tmggal d1 Jalan AIPDA KS Tubun,
No. 62 Palmerah, Jakarta Pusat; .

5. PT. MULTI MEGAH IN'I‘L‘RNATEONAL berkedudukan d1 Jalan
Rajawali No. 4 Jakarta;

6. PT. PARALLAX CAPITAL; MANAGEMENT PTELTD,
berkedudukan -di palan Reissanice 11: 01 390 Orchard Road;
Singapura; -
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foo PLOBHARBILL ASDET MANAGEMENT, berkedudukan di Menara
Kebon Sirih Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat;

8. PE. ALPHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta,
beralamat di Bapindo Plaza, Citibank Tower, lantai i4, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 54-55;

9. PLBELOITTE & TOUCHE FAS, berkedudukan di Wisma Antara
Lantai 12, JI. Medan Merdeka Selatan No.17, Para turat Termohon
kasasi dahulu furut Termohon Keberatan 1 s/id I

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon

kasasi sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai
Termohon keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sejak tanggal 20 Pebruari 2002, Termohon telah memanggil Pemohon

untuk didengar keterangannya dalam hal penjualan saham PT. Holdiko Perkasa
(Turut Termohon ) di PT. Indomobil Sukses International Tbk. (Indomobil) dan
seluruh obligasi konversi yang diterbitkan oleh Indomobil kepada Holdiko (Turut
Termohon I) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

bahwa keputusan tersebut yang berkenaan dengan Pemohon pada intinya

memutuskan sebagai berikut :

L.
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Pemohon bersama dengan Pranata Hajadi (Turut Termohon IV), PT. Trimegah
Securities Tbk. (Turut Termohon IE), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa/CSDP
(Turut, Termohon ill), PT. Bhakti Asset Managemen/BAM (Turut Termohon
VII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia/Alpha (Turut Termohon VIII), secara
bersama-sama secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5
tahun 1999 karena melakukan tindakan persekongkolan di antara mereka yang
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan
dan atau membandingkan dokumen tender dan atau menciptakan persaingan
semu dan atau memfasilitasi suatu tindakan untuk memenangkan CSDP (Turut
Termohon IIi) sebagai pemenang tender penjualan saham dan convertible bonds
Indomobil (butir 2 halaman 111 Keputusan);

Menghukum Pemchon bersama-sama dengan Pranata Hajadi secara bersama-
sama membayar denda sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima
ratus juta rupiah), yang harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari
terhitung sejak dibacakan putusannya dengan denda keterlambatan 0,17% untuk
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setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan Keputusan (buur 6-halaman 111
Keputusan). : i :

3.  Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan puiusan fetap’ d1h1tung
meskipun ada upaya hukum (butir 13 halaman 111 Keputusan).

4. Menyatakan Turut Termohon L, Turut Termohon 11, Turut Termohon 11, Turut
Termohon 1V, Turut Termohon V, Turut Termohon VIH, Tuorut Termohon IX
secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 tabun 1999.

5. Menyatakan Torut Termohon VI dan Turut Termohon VI tidak terbukti seara
sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999,

bahwa ada berbagai alasan mengapa Pemohon sampai pada kesimpulas bahwa
Keputusan Termohon secara fundamental salah dan cukup alasan untuk dinyatakan
batal demi hukum atan untok mohon membatalkan keputusan tersebut yaitu™:

Dokumen putusan sendiri tidak sah oleh karena herkepala “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Scandainya dianggap sali,
maka penjualan saham Indomobil terjadi sebagai pelaksanaan Peraniran Pemerintah
No. 17 tahun 1999 tentang BPPN dalam bentuk penjualan asset debitur-ex bank
bermasalah, sehingga secara keseloruhan dikecualikan dari roang lingkup-UU No.5
berdasarkan pasal 50 huruf a. Seandainyapun penjualan tersebut. tidak dianggap
sebagai pelaksanaan amanat perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
persyaratan pengecualian yang diminta oleh pasal 50 huruf a, maka setidak-tidaknya
tidak dapat diberlakukan Pasal 22 Undang-Undang No.:5 tahun 1999 yang menjadi
dasar penghukuman, oleh karena Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tidak mencakup
perbuatan dan perjanjian tender penjualan dianggap termasuk ruang lingkup pasal
11, maka unsur-unsur Pasal 22 tidak terbukti atau salah diterapkan oleh, Termohon
keberatan dengan alasan sebagai berikut : (i) larangan Pasa] 22 UU No 5 ha.nya
berlaku bagi pe]aku usaha yang menjada peserta tender;: sedangkan Pernohon bukan
peserta tender yang tidak tahu menahu dan tidak terhbat dalam proses tender (i)
Termohon lalai membuknkan semua unsur Pasa] 22 uu No 5 unsur yang lalai
dibuktikan oleh Termohon, misalnya (a) Repada mapa Iarangan persekongkolan tender
ditujukan, (b) syarat untuk dianggap dapat terjadi persaingan “usaha tidak sehat (i)
dinyatakan tidak berlakunya oleh Termohon definisi resmi persekongkolan ‘tanpa
menyebutkan dasar hukom dan menggantinya’ dengan pengertian’ 'yang lain' yang
kemudian menjadi acuan untuk pembuktian terpenuhinya unsur persekongkolan secara
konklusif, (iv) pembuktian semata-mata-atas dasar petunjuk, tanpa bukti konkrit,
Seandainyapun - dianggap terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No' 5 oleh Teiinohon,
maka (a) tidak selayakinya Pernohon dianggap-tidak kooperatif sebagal ‘tambahan
pertimbangan, (b} cara pengenaan dan besarnya denda tidak disertai pemmbangan
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J SN VLR WML AT L UV LR, DU WORIIE, HICHYdLd KAl ASTITL QapaE (Meksekus:
secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),

bahwa alasan keberatan diatas selanjutnya disusun menurut kategori berdasarkan

kewenangan Termohon dan pembuktian -pelanggaran serta pengenaan sanksi
administratif. menjadi tujuh keberatan pokok sebagai berikut ;

L.

Termohon tidak berwenang mengeluarkan putusan berkepala “DEMI KEADILAN

- BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
« Termohon tidak. berwenang menangani perbuatan atau perjanjian diluar ruang

lingkup Undang-Undang No. 5.

Tidak ada dasar hukum meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi
terlapor dan/atau juga sebagai saksi tidak ada dasar hukum untuk menghukum.
Pemohon.

Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Pemotion melanggar
Pasal 22 Undang-Undang No, 3.

Tidak ada dasar hukum Pemohon dinyatakan tidak kooperatif,

Tidak terbukti dasar hukum penghukuman, cara pengenaan dan besarnya
denda.’

“Termohon tidak' berwenang mengenakan sanksi administrasi berupa bunga
* dengan kekuatan cksekutorial dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

" bahwa pembagian dari keberatan-pertama sampai keberatan ke tujuh pada Butir

2 diatas selanjutnya menjadi acuan dan panduan untuk penjabaran keberatan secara
rinci 1o '

L
" 'KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Di luar

Termohon tidak berwenang mengeluarkan putusan. berkepala: “DEMT

kewenangannya, Termohon dalam keputusan mempergunakan kepada “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Ba'hwz}._'penggunaan kepaia_“DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, hanya dapat dipergunakan oleh. badan:

"pé:r'ad'ila'n dan pada (_:!okhmen_ resmi tertentu berdasarkan. kewenangan' yang
 diberikan oleh Undang-Undang.- '
N B_ahwa_._,Unci;gng—Undang No. 5 Termohon.tidak diberikan kewenangan untuk

. mempergunakan kepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
+ YANG MAHA ESA”, dalam keputusannya: Begitu pula bahiwa Termolion-adalah

-bukan Lembaga Peradilan,. sebagaimana telah dinyatakan secara eksplisit oleh

. .Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Sela No. 59/G/TUN/2002/
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PTUNJKT. tanggal 30. Mei 2002 bahwa KPPU bukan lembaga peradilan,
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas; keputusan Térmohon bukan/tidak mierupakan
keputusan yang dibuat sesuai-dengan’ketentuan Undang-Undang No::5; dan
«oleh karena it Keputusan Termohon:batal demi hukum dengan segaia akibat
. hukumnya. :

Termohon tidak berwenang ‘menangani perbuatan atat -perjanjian d]iuar ruang
lingkop UU No. 5. .

Tidak berwenang oleh karena berada di. fuar ruemg lmgkup Pasal 22 Undang~
Undang No.-3,

Dalam. “putusannya” Termohon menyatakan Pemohon meianggar paqal 22
‘Undang-Undang No.'5 tentang ‘persekongkolan, Lembaga tender. diatur dalam
Pasal 22 Undang-Undang :No..5, Penjelasan: resmi pasal 22: memberlkan
pengertian:resmi dari istilah “tender”, ;yaite tawaran mengajokan: harﬂa vntuk
. memborong suatu;pekerjaan, untuk mengadakan barfmg, atau untuk menyedmkan
jasa. . : : :

: -Penjelaqan Pasal 22 I}‘ndano—I}nd'mg ‘No. 5 udak menjelaskan lebih: lanjut
smengenai ‘apa yang -dimaksud-dengdn “pengadaan sbarang”.“Pengertian
“pengadaan-barang” :dapat.ditemukan-dalam keputusan:Presiden No.+18:tahun
2000 tentang ‘Pedoman Pelaksanaan:Pengadaan Barang/Jasa Instansi-Pemérintah™
yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang:No: 5. sebagaimana disebutkan
. dalam konsiderans Keputusan: Presiden tersebut.

Keppres. No. 18:dalam:pasal 2 menegaskan: bahwa tujuan: pengadaan barang,
-yaite “memperolel-barang/ jasa:yingdibutuhkan:Instansi Pemerintah”:Di sisi
- ain, -di: dalam:hal-penjualan. saham-dan obligasi-konversi-Indomohbil tidak ada
- *;pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.
5.Yang ada dalam'hal ini adalah penawaran yang dilakukan oleh Holdiko'(Turut
‘Termohon'T) untik. menjual kepada pihak lain barang berupa saham dan obligasi
{tender penjualan)kepada investor *yang berininat Pasal 22 Undang-Undang
~No.5-dan: pasal: 2 jo ‘pasal. I Keputusan: Presidentersebut ‘diatas 'membatasi
ruang lingkup kewenangan Termohen hanyapada Xegiatan: tender dalam rangka
pengadaan. barangfjasa oleh Pemerintah, berarti:hanya, tender. pembelian::
Bahwa transaksi.;jual :beli :sahamsdan ~obligasi-konversi: “Indoriobil fermasuk
- ddlam tender-penjualan, ‘dan oleh karenaitu: berada chluar ruang ]mgkup pasal
22 Undang-Undang No.-5.: bt : A Ry

Tidak -berwenang . oleh. karena merupakan perbuatan atau:perjaﬂjiaﬂ'-*éébagai
pelaksanaan sperdturan sperundang-ondangan yang:berlaka: Perbuatan-Holdiko
- (Turut ‘Termohon 1) ddlam- transaksi - tersebut: - bukan smerupakan:ténder
sebagaimana. dimaksud “dalam: Pasal’ 22" Undang-Undang No. 5vakan tetapi
‘merupakan penjualan-atau pengalihan aset dalam-restrukturisasi-(dalam hal ini




+- asel dan-obligast konversi Indomobil sebagai bagian dari Salim Group) melalui

- penjualan umum, yang diatur.dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No. 17.
* Déngan demikian penjualas pelaksanaan penjualan saham dan obligasi konversi

adalah pelaksanaan PP No. 17 dan dengan demikian dikecualikan dari ketentuan-

- ketentuan-Undang-Undang No. 5, sesuai dengan pasal 50 huruf a.

Tidak berwenang oleh karena kewenangan Termohon sedang diperiksa. Bahwa

" kewenangan dari Termohon " untuk mengeluarkan Surat Keputusan Perkara

Insiatif No. 03/KPPU-1/2002 tanggal 7 Pebruari 2002, yang memeriksa para
pihak yang ikut serta dalam penjualan sahiam dan obligasi Tndomobil sedang

' digugat oleh Trimegah (Turut Termohon II) di Pengadilan Negeri Tata Usaha
" Negara“Jakarta di dalam perkara No. 059/G.TUN/2002/PTUN.JKT. dimana

" Pengadilan Tata Usaha Negara dalam keputusan selanya yang dibacakan

 tanggal 30 Mei 2002, memutuskan antara lain (i) Menolak eksepsi Tergugat

(Termohon) seluruhnya, dan (ii) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara

-+ Jakarta berwenang mengadili surat keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat
~: {Termohon). Oleh karena.itu sudah selayaknya Termohon tidak melanjutkan

- pemeriksaan ataupun menjatebkan putusan, sampai putusan tersebut mempunyai

* . -kekuatan. hukum- tetap.: .7 ... .

10.

Tidak berwenang oleh karena melanggar putusan sela Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Bahwa pada tanggal 22 April 2002, Trimegah (Turut Termohon

. 11) mengajukan gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

sebagaimana terdaftar dengan register No. 163/Pdt.G/2002/PN Jkt.Pst. Bahwa
salah satu pokok masalah dan petitum yang dipersengketakan dalam gugatan

- tersebut diatas' adalah- masalah ketidakwenangan Termohon untuk memeriksa
~ Trimegah’ (Turut: Termohon If) dan CSDP {Turut Termohon. III) berkenaan

~dengan penjualan seluruh kepemilikan saham Holdiko (Turut Termohon I)di

- Indomobil kepada Holdiko (Turut Termohon D dan BPPN. Bahwa keputusan
..+ Termohon adalah berkenaan dengan masalah tersebut, sehingga perkara tersebut

- sangat relevan kepada Pemohon.

Bahwa pada tanggal 2 Mei" 2002, Pengadilan Negeri ‘Jakarta Pusat telah
menjatuhkan - putusan provisi, yang pada intinya’ memutuskan “melarang

«Fermohon . melakukan tindakan pemanggilan dan/atau pemeriksaan berkenaan

dengan masalah tersebut diatas sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum

... yang tetap.

- Bahwa: suatu putusan provisi berdasarkan pasal 180 HIR harus dilaksanakan
- serta. merta, dan oleh karena itu, putusan tersebut harus dilaksanakan seketika
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‘walaupun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya, kectiali ada
‘ putusan akhir dalam pokok perkara yang membatalkannya.
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1.

12.

13.

14.

Bahwa akan tetapi, Termohon menjatchkan-putusannya pada:tanggal 30
Mei :2002.- Dengan demikian, keputusan - Termohon tidak 'sahdanharus
dibatalkan, karena melanggar. putusan prov151 darl Pengadxlan Negeﬂ Jakarta

FPusat.

tidak ada’dasar hifkum meningkatkan status’ Pemohon’ dari saksi ‘menjadi
Terlapor dan/atau juga sebagm saksi tidak ada dasar hukum untuk menghukum
Pemolion keberatan. : S '

Pemngkatan status tanpa alasan cukup Bahwa pada tanggal 20 ?ebruan 2002.
Termohon memangcll Pemohon sebagai’ S&kSl untuk mendengar keterangan
Pemohon daIam masalah pen_;ualan Indomobﬂ Pada tanggal 11 Aprll 2002
sebagai saksi, kembali lagi pada Eanggai 18 Apr:i 2002 ’E‘ermohon memanggll
Pemohon'sebagai terlapor. - E

Bahwa tindakan’ Te:mohon dengan menmgkaﬁcan status Pemohon dari saks1
menjadi Ter}apor hanya Larena disebabkan Pemohcm t]dak dapat hadlr untuk
diperiksa oleh Termohon sesuai dengan surat panggﬂan Termohon tanggal 11

‘April 2002 adal'ah mempakan tmdakan yang sewenang~wenang

Bahwa pemngkatan status saksi men_]ach Teriapor hams didasarkanpada alat-a]at
bukti yang sah. : -

Namun secara tiba-tiba dan sewenang—wenang dalam keputnsannya Tennohon

_menghukum Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir: 2.2 dlatas padahal

dalam hasil rapat Tim Pemerxksa Perkara. Il'liSlailf No 03/KPPU-I/2002 tanggaI

7 Pebruari 2002 sama sekalz tzdak menyebutkan nama Pemohon

Status tldak konsisten: Pada tanggal 23 Apnl 2002 Termohon kembali mengubah
status Pemohon dari Terlapor menjadi saksi sebagaimana temyatadam ‘surat
surat Mabes Polri kepada Pemohon tertanggal 1 Mex 2002

Berdasarkan surat Mabes: Polri tersebut; Termohon memmta Mabes Poin untuk
menghadirkan Pemohon sebagai saksi dalam pemeriksaan lanjutan yang-akan

__ dilakukan oleh Termohon tanggal 6 Mei 2002, karena berhalangan . Pemohon
tidak dapat hadir memenuhl surat Mabes P01r1 terscbut

Berdasarkan. hal-hal tersebut.diatas: jelas . terbukii. bahwa (1) Termohon telah -
berlaku  sewenang-wenang, dan .(ii). Termohon- telah: _menjatuhkan ‘keputusan
yang bersifat menghukum terhadap. saksi. Padahal.seorang éak'si"_tidak-.;dapat
dikenakan .putusan . yang :bersifat. ‘_‘menghukum”.‘f De’n’gan -demikian‘ 'pu'tusan
Termohon haruslah dibatalkan. . : sk Gnenen s
Proses in absentia.-Menurut: hukum ‘acara ‘yang ‘berlaku ‘secara umversal
putusan- yang - bersifat - “menghukum” -hatus ‘mendengarkan’ kéterangan- dari



pihak yang dihukum.: Undang-Undang No.5 tidak memberikan kewenangan

«kepada, Termohon untuk menjatuhkan putusan in absentia. Seandainya benar

Pemohon melanggar Pasal 41 Undang-Undang No. 5, yaitu menolak diperiksa
ataupun menghambat proses pemeriksaan, maka sanksinya adalah kewajiban

- Termohon untuk menyerahkan dugaan pelanggaran tender yang dipermasalahkan

kepada penyidik (kepolisian) untuk dilakukan penyidikan, dan bukan membuat
kesimpulan bahwa Pemohon “melanggar ketentuan tender” vang diatur dalam

Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Oleh karena itu, Keputusan Termohon yang

~_menyatakan bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dan

: :‘_.,:menchukum Pemohon Lmtuk membayar denda adalah di lvar kewenangan
- Termohon, dan oleh karen& It!.[ keputusm tersebut adahh tidak sah, dan sehingga
' __harus dlbataﬁcm o

15,

Pasal 22 Undang Undang No 5 txdak memunokmkan Pemohon menjadi Terlapor.
Pada halaman 95 butir 33.1. Keputusan, Termohon telah mengakui Pemohon

: %ebé&gai “pihak tain” 'dan bukan sebagéi ‘pelaku usaha” sedangkan yang kena

Iarangan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dan dapat dihukum hanya pelaku

usaha. Kenyamannyapun dalam transaksi pembelian aset Indomobil tersebut,
Pemohon bukan peserta tender, sehingga kapasitas Pemohon adalah “pihak

* lain” berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dan tidak dapat ditingkatkan

16:
" Pasal 2” Undmg-Undang No.5. Dalam keputusannya Termohon menyatakan
* bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang—Undang No.5, untuk membuktikan

menjadi Terlapor (apalagi dikenakan sanksi).

Termolion tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Pemohon melanggar

bahwa Pemohon tidak melanggar ‘Pasal 22 Undang-Undang No. 5, akan

“- dibahas: unsur-unsur pasai tersebut satu pe;satu dihubungkan dengan perbuatan
“‘Pemohon:” : :

17.
" dengan-pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender

Pasal 22 U:ldang—Uirdan g No. 5 menentukah “Pelaku usaha dilarang bersekongkol

-+ sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”,

18.

100

Unsur “pelaku usaha”. ‘Pasal 1 '1yat 5 Undang-Undang No.5 telah mengatur
tentang istilah “pelaku usaha”, akan tetapi dalam konteks ‘pasal’ ) Undang-

-+ Undang No. 5, harus' dibedakan antara unsur'*pelaku Usaha” dengan unsur
+ “pibak-lain”, Bahwa dari definisi tersebut, Pemohon adalah pelaku usaha, akan

tetapi dalam hubungannya’ dengan: putusan Termohon, pada halaman 95 butir

+ 331 Keputusan, Termohon juga menempatkan Pemohon sebagai “pihak lain”,

yang merupakan salah satu unsur dari pasal 22° Undang-Undang No.5. Oleh

~karena itu, mengingat yang dilarang. dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5
. adalah persekongkolan antara “pelaku usaha” dengan pihak lain”. Unsur pelaku
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usaha disini berarti satu-atau lebih-pelaku- usaha. yang menjadi-peserta tender
- yang bersekongko! dengan pihak lain yang bukan peserta tender.-Oleh karena
Pemohon bukan peserta tender, terbukti Pemohon-bukan pelaku usaha,

Maka jelas keputusan Termohon cacad hokum, karena Termohon setidak-tidaknya
memposisikan Pemohon pada dua kapasitas, yaitu “pelakd usaha™ dan “pihak
lain”, sehingga tidak mungkin satu orang melakukan persekongkolan dengan
dirt sendiri. Oleh karena itu, I\eputus&n Termohon adalah keputusan yaﬂc cacad
hukum.

19. Unswr “dilarang”, Termohon lalai membuktikan unsur ini yang menunjukkan siapa
saja kena larangan (dan dapat dikenakan sanksi). Unsur “dilarang” mempunyai
akibat hukum terhadap hukuman atau sanksi yang kena larangan adalah semua
pelaku usaha yang menjadi peserta tender, sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat
Undang-Undang No. 5, kewenangan Termohon dibatasi untuk menjatuhkan sanksi
administrasi hanya kepada “pelaku usaha”; bukan “pihak-lgin™, - =
Konsekwensinya adatah bahwa hanya “pelaku usaha” peserta tender yang dapat
dijadikan Terlapor dan dapat dihukuni, seperti Trimegah (Turut Termohon 1),
Alpha (Turut Termohon VIII) : dai’ BAM *(Turut Termohon VIIy (seandamyd
benar melanggar pasal 22 quod non), sedangkan pihak lain’ dituar ‘pélaku-usaha
peserta lelang, seperti Pranata Hajadi (Turut Termohon IV) dan Pertiohon adalah
“pihak ‘lain” yang fidak dapat duadii{an sebaﬂai Pelapm dan/atau dlkenaixan
sanksi oleh Termohon. -

Mengingat berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 hanya pe]aku usaha”

yang dapat dikenakan sanksi administratif oleh Ter mohon maka hukumzm denda
{sebagai kepada sanksi administratif) yang dijatuhkan oieh Termohon Pemohon
tidak dapat dibenarkan menurut hukunl Dengan pelkataan }am daiam perkara
ini, unisur “dilarang” ttdak terpenuhz eama sekall

20. Unsur bersekongkol Da!am pelkara ini unsur bersekongkol ndak telpemlhl
sama sekali, dengan alasan sebagai bemkut _ _ - --

—  Pasal 1 ayat 8 Undanw-Undang No. 5 teIah membeukan deﬁn:si resmi
mengenai “bersekongkoi” Tidak ada pengecuahan dalam Undano-Undang
No.. 5 untuk tidak mempergunakan -definisi-tersebut:pada ‘pasal-pasal
tertentu. Termohon menyatakan secara sepihak:definisi résmi ‘pasal-l ayat
§ Undang-Undang No.3 tidak berlaku untuk pasal 22, tanpa menyebutkan
dasar sumber hukum acuannya dan selan;utnya membemkau definisi
sendiri denwan menentukan Undang—Undang yang . menjadl dasar yang
dlperﬂunakan oleh Termohon untuk menyatakan pewekonﬁkolan

~  seandainya benar pengertaan “be:sekonﬂkol” mempunyai ati sepertx yang
diciptakan’ oleh Termohon, maka dalam perkara ini, tidak terbukti sama

Vet mmmnin e A is i CAE wfo o tanr a o A ravan e (DT 1N



" SUKAIL - LS - JeTINonon menyatakan Pemohon adalah karena adanya (i)
tindakan penyesuaian, (ii) membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan, (iji) persaingan semu (iv) menyetujui suatn tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui melanggar prosedur, dan (vi) tidak
menolak suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui
tindakan tersebut telanggar prosedur.

Halaman 72-95 Keputusan membahas tentang unsur “bersekongkol”, akan
tetapi, kalau secara teliti dan seksama pertimbangan keputusan Termohon

.+ dalam: kaitannya dengan-Pemohon, hanya ada pada halaman 69 keputusan,
~ yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pelaku usaha sebagai pemegang

saham pada PT Fudiaratna Wangsamas, dan halaman 95 yang menyatakan
Jjuga Pemohon sebagai “pihak lain”. Dalam pertimbangan keputusan, tidak
satupun peran nyata dan perbuatan konkrit dari Pemohon, misalnya kerja sama,
pertemuan ataupun telepon dari Pemohon dengan pelaku usaha lainnya berkenaan

-dengan penjualan saham Indomobil dan obligasi konversi tersebut, sehingga

dapat disimpulkan Pemohon melakukan persekongkolan. Begitu pula tidak
ada bukti dan pertimbangan untuk dapat menyimpulkan Pemohon melakukan
persckongkolan. dengan pelaku usaha lainnya. Padahal yang terpenting dalam

-unsur ini adalah adanya kerja sama nyata dan yang harus dibuktikan secara

konkrit menurut. alat-alat bukti yang sah, hal mana tidak dapat dilakukan oleh
Termohon, suatu kerja samapun tidak dapat diambil berdasarkan asumsi dan
kesimpulan, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata yang pembuktiannya

- harus dengan bukti yang sah menurut hukum. Misalnya A dan B pemegang

__saham dari perusahaan C. Kedudukan sama-sama sebagai pemegang saham

.'__Eidak secara otomans dapat dzjadlkan patokan atau dasar bahwa A dan B

bersekongkol, tetapi harus dibuktikan bahwa mereka bersekongkol melalui
alat-alat bukti yang sah pula. Kenyataannya dan secara tiba-tiba, Pemohon
bers'ama'-sama'dengéin' Pranata Hajadi (Turut Termobon IV), Trimegah (Turut
Termohon II), CSDP (Turut Termohon I1I), BAM (Turut Termohon VII) dan

~~ Alpha (Turut Termohon VIII) dinyatakan bersekongkol.

+ Bahwa berdasarkan, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. MA/Pemb.1154/74,

102

tanggal 25 Nopember. 1974 telah disebutkan-bahwa :

R “Keputusan yang udak disertal oleh pertimbangan atau alasan yang
o _;e}as yang dzkehendakl oleh Undang»Undang dapat menimbuikan suatu
' "kelalaxan dalam acara (vormverzmm) Dengan tidak/kurang memberikan
pernmbangan/alasan bahkan apablia alasan-alasan’ itu kurang jelas,
'f'sukar dapat dimengerti ataupun ‘bertentangan dengan satu sama lain,
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21.

22,

23.

 maka hal demikian dapat dipandang sebagai suata kelalaian dalam acara
(Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”.

Disamping itu, sebagaimana-disebutkan diatas, mengingat Termohon
menempatkan Pemohon sebagai-“pelaku usaha”: sekaligus “pihak Iain” dalam
rangka persekongkolan yang dituduhkannya, maka secdra hukom tidak mungkin
bersekongkol dengan dirinya sendiri.- :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur persekongkolan” tidak terbuku sama
sekali,

Unsur “Pihak Lain”, Sebagaimana telah diutarikan dalam membahas unsur
“dilarang” bahwa yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No.
5 adalah “pelaku usaha” dan pada halaman 95 butir 33.1. Keputusan, Termohon
telah mengakui Pemohon sebagai “pihak lain”, dan bukan memposisikan
Pemohon baik sebagai Pelaku Usaha mampu sebagai Terlapor hal mana dalam
konteks Pasal 22 Undang-Undang No.. 5 menghasilkan suatu keadaan yang
tidak mungkin yaitu seseorang bersekongkol dengan dirinya sendiri.
Kenyataannya pun, dalam transaksi pembelian aset Indomobil tersebut, Pemohon
bukan peserta tender, sehingga kapasitas Pemohon adalah semata-mata “pihak
lain” sebagai salah satu unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No.5, Berdasarkan
Pasal 47 Undang-Undang No.5, pihak yang dapat dikenakan sanksi oleh
Termohon adalah “pelaku usaha”, dan bukan “pihak lain” (Pemohon). Disamping
ite, seandainya benar (quod non) “pelaku usaha” mempunyai pengertian yang
sama dengan “pihak lain”, maka dalam perkara .a quo,. tidak ada perbuatan
sekongkol yang dilakukan oleh Pemohon dengan pelaku usaha Jainmya, dan
oleh karena itn unsur “pihak lain” dalam masalah ini tidak .terpenuhi sama
sekali. Oleh karena itu, keputusan Termohon yang mendenda Pemohon tidak
mempunyai dasar hukum sama sekali, "

Unsur “untuk mengatur dan atau ‘menéntukan pemenang Tindakan yang
dilakukan oleh “pelalu usaha” peserta lelang harus dﬂalmkannya untuk mengatur
dan atau menentukan’ pemenanc tender.

Tidak cukup untuk membukilkan adanya pelanﬂgaran hukurn akan tetapi
pelanggaran hukum tersebut harus bertujuan untuk menfratur .dan/atan
menentukan pemenang, Harus ada bukti konknt tentang tu_]uan tersebut Dalam
hal ini harus pula dibuktikan adanya kerja sama antara satu atau I&:blh pelaku
usaha yang menjadi peserta tender dengan plhak lain yang bukan peser&a tender,
yang dalam perkara a qio, tidak terbuktl sama seka"il

Unsur “Tender”. Untuk dapat membukukan adanya pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang No. 3, harus d:penuhl syarat—syarat (i) penerapan hukum harus
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terbukti. Berkenaan dengan pengertian “tender” dalam perkara a quo Termohon
telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum sebagai berikut :

AL

-Bahwa transaksi penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil berada
* diluar ruang lingkup Undang-Undang No. 5, karena Termohon hanya
- berwenang. memeriksa - jenis -tender tertentu.dan tidak semua tender,

khususnya tidak berwenang atas penjualan saham dan obligasi konversi

Indomobil.

Jenis tender yang boleh dikenakan sanksi administratif oleh Termohon
hanya jenis tender yang sesual dengan definisi resmi “tender” dalam
penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5, dengan pertimbangan bahwa

* apabila Undang-Undang sendiri telah memberikan definisi resmi, maka

istilah tersebut harus terikat pada deﬁmsa dan unsur-unsur pembatasan

-~ yang: terkandung didalamnya.

Bahwa jenis tender secara umum dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (A)

“Tender Pembe_:lian'(péngadaan) dan (B} Tender Penjuatan (lelang).

Pasal 22 Undang-Undang No. 5 membatasi ruang lingkup kewenangan

“Termohon' pada‘tender dalam rangka “pengadaan” oleh Holdiko (Turut
“Termohon I), berarti-hanya: Tender Pembelian,

-~ Bahwa transaksi jual beli saham dan obligasi konversi Indomobil termasuk

- dalam’ jenis tender kedua, yaitn Tender Penjualan, dan oleh karena itu

berada‘diluar ruang lingkup Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Penerapan

hukum ini' diperkuat oleh Keppres No. 18 yang dalam konsideransnya

mengacu- pada Undang-Undang No. 5 Pasal 2 jo pasal 1 dan Keppres
tersebut menegaskan bahwa “pengadaan™ terbatas pada perolehan barang

" oleh ' Instansi pemerintah yang bersangkitan dan dengan demikian tender
~+ yang dimaksid dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dibatasi pada tender

Pembelian.

.. Tender penjualan saham dan obligasi kenversi Indomobil, termasuk segi
_persamgan '1dahh penjmlan Asset Dalam Restrukturisasi eks debitur bank

bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 17 tentang
BPPN sebagai pelaksanaan dan dan b'tgian dan Undang Undang Perbankan,

' sehmgga penjuahn saham dan obhga51 Lonverm Indomobil adalah perbuatan
:___Holdlko ('I'urut Termohon I)/BPPN yang bertu;uzm untuk melaksanakan
'E_kepentmgan pemeunmh dalam hal ini PP No. 17.

"Bahwa oieh karena 1tu menurut Pasal 50 (a) Undang-Undang No.

3, pexbuatan atau perjanjlan yang benujuan melaksanakan peraturan
pemndang—unddngan yang beﬂaku dlkecuaizkan dan ketentvan Undang-
Undang No.'5," maka dlsampmg__secam khusus tidak tercakup oleh ruang
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lingkup - Pasal 22 .Undang-Undang No.:5, maka sécara umum transaksi
ini juga tidak tercakup oleh ketentoan lain dalam Undaﬂg»'Undang:No. 5
berdasarkan Pasal 50 hurof.a Undang- Undang No. 5.

3. -Berkenaan dengan pembuktian pelanggaran tender. pengertlan *pelaku usaha”
dalam Pasal 22 Undang-Undang No.-5 berarti: pelaku usaha yang menjadi
peserta tender, sedangkan Pemohon bukan peserta tender. Pemohon adalah
: ‘pihak lain™ sebagalmana dimaksud dalam.Pasal 22 I}ndang-Undang No.
5. Mengingat Pemohon adalah * ‘pihak lain”, maka Pemohon tidak dapat
dikenakan hukuman adnumstra31 oleh Termohon. . '

24. Unsur dapat menga}dbatkan persamgan usaha tldak sehat Unsur 1m tldak

~ terpenuhi sama sekali. Pertama : Kata “dapat” harus berdasarkan buktt yang
_konknt yang menﬂak;batkan usaha persaingan usaha txdak sehat yang dalam

perkara imi tidak ada sama sekail Kedua : pasal 1 ayat 6 telah membenkan
deﬁms} resm1 tentang persamgan usaha t1dak schat” yalm persamuan antar

dan atau jasa yang dzlakukan dengan cara tidak j jujur atau melawan hukum atau

menghambat persamgan usaha, Ketiga : untuk dapat dzbuktikan ada persamﬂan

usaha tidak sehat harus dibuktikan’ bahwa ‘sedikit- dikxmya satu peserta tender
yang tidak bersekongkol dan dxrug}kan oleh persamgan tldak sehat dan’ mereka
yang bersekongkol. Oleh karena Tennohon menohukum semua peserta ‘tender,
maka tidak ada lagi tersisa peserta tender yang tidak bersekongkol sehingg
dengan demikian Termohon memberikan sendm buktl bahwa unsur “ini’ udak
terpentihi -oleh karena tidak terbukti. : :

. Bahwa pada hdlaman 1100 butir 40. 3 Keputusan Termohon menyatakan bahwa

Pemohon tidak kooperatif mesklpun telah dipanggil secar& patut Pernyataan
Ter mohou telsebut tidak benar dan menyesatkan '

Bahwa_atas_ pen l!an Termohon tertanggal 18 Apnl 200’? Pemohon telah
mengirimkan surat kepada Termohon pada tanggal 22 April 2_002 yang me_mmta
waktu kepada Termohon untuk mengundurkan jadwal pemeriksaan, namun atas
permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban sama sekali.

Bahwa berdasarkan ketentuan HIR. pemanggilan :dapat: dianggap :secara sah
dan patul apabila telah diberitahukan dalam jangka-waktu yang: cukup yaita
minimum 3 (tiga) hari dan disampaikan secara langsung kepada-pihakiyang
dipanggil, sedangkan panggiian dari- Termohon tidak diterima langsung: vleh
Pemohon, melainkan dititipkan kepada :pihak lain, - by :

Bahwa disamping itu apabila status Pemohon hanya sebagai “Plhak lain™ dan
tidak dapat dihukum, maka pertimbangan .ini tidak -relevan -lagi -kareny: Fasal
41 ayat {2) Undang-Undang No.5 yang mencakup pihak lain (betlainin dari
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26.

)

S dydr porasal 44 undang-Undang No. > yang mencakup -pihak lain) dan oleh

karena itu Pemohon tidak dapat dipersalabkan karena ketidak hadirannya.

Oleh karena itu kesimpulan Termohon tidak benar sama sekali, dan sangat aneh

- Termohon kemudian menjatuhkan hukuman denda kepada Pemohon dengan
- dasar dan alasan Pemohon tidak kooperatif.

Padahal pengenaan denda tersebut dibebankan apabila terbukti Pemohon
melanggar Undang-Undang No. 5, sedangkan dalam perkara ini tidak terbukti
sama sekali. '

Tidak Terbukti dasar penghukuman cara dan besarnya denda.

" Dalam keputusan butir 6 Keputuszm . Termochon me:n_]amhkan denda kepada
__Pemohon bersama- sama Pranata Hajadi (Turut Termohon IV) sebesar

' Rp. 10.500. 000,000, (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon.
' Sehamsnya Termohon memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan dasar

perhxtungan yang masuk akal berdasarkan alat-alat bukti menurut hukum
mengapa denda sebesar Rp. 10.500.000. 0{}(} {(seputuh miliar lima ratus juta

_rupiah) dlbebankan kepada Pemohon, pertanyaannya mengapa denda minimum

- _tzdak diterapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sebaliknya

“bukan denda maksimum 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang
'dttelj_a_p_l_(an tidak jelas dasar pertimbangannya (seandainya benar — quod non

- melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5).

28.

106

Bahwa apabila dibandingkan dengan harga penutupan saham PT Indomobil
Sukses Internasional (PT. IMSI) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 4

. Desember 2001 yang hanya mencapai Rp. 600,- per lembar saham, sedangkan
- harga yang terjadt dalam pelaksanaan penawaran umum/lelang mencapai sebesar

Rp. 625,- per lembar saham maka jenis harga yang diajukan oleh pemenang

~ lelang penawaran uwmum berada diatas harga BEJ saat itu dengan selisih

sebesai’ Rp. 25 per lembar saham’ sekaligus membuktikan bahwa pemenang

‘lelang/penawaran umum tersebut adalah pembeli yang beritikad baik. Maka

dengan dinyatakannya hasil penjualan saham dan convertible bonds PT IMSI
sebesar Rp. 625.000.000.000,- dipandang terlalu murah oleh Termohon, adalah
tidak memiliki dasar dan tidak dapat dibuktikan, baik secara hukum maupun
secara finansial. Oleh karena itu, keputusan Termohon yang menyatakan Negara
dirugikan dan atas kerugian tersebut dikonpensasikan dengan cara mengenakan
denda dan ganti rugi terhadap para Terlapor dengan jumiah proposional, termasuk
terhadap Pemohon, adalah perbuatan kesewenang-wenangan Termohon kepada
Pemohon.

Bahwa putusan-yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup haruslah
dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 636 K/
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29,

30.

31.

32.

Sip/1969. Begitu pula berdasarkan-Surat Edaran-Mahkamah Agung R.E No.

* MA/Pemb.1154/74, tanggal ‘25 Nopeimber 1974.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, keputusan “Termohon haruslah
dibatalkan.

Termohon tidak berwenang mengenakan sanksi administrasi berupa bunga
dengan kekuatan eksekusi serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),

Pada butir 13 halaman 113 Keputusan Termohon memutuskan bahwa denda
keterlambatan pelaksanaan putosan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum.
Undang-Undang No. 5 telah memberikan ketentuan kewenangan. kepada
Termohon menjatuhkan (a) denda dan (b) bahwa denda boleh dikenakan melalui
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Kewenangan tersebut hanya
diberikan kepada pengadilan. _ _ B _
Keputusan tersebut telah melarang dan membatasi hak-hak Pemohon untuk
mengajukan upaya hukum ataupun keberatan terhadap Keputusan Termohon yang
menurat Undang-Undang No. 5 dilindungi dan dihormati. Karena seandamya
kewenangan tersebut diberikan kepada Termohon, maka tidak ada gunanya
mengajukan keberatan seperti halnya keberatan aquo, karena mengajukan
keberatanpun yang notabene dilindungi- Undang-Undang, sudah dianggap
pelanggaran Keputusan ini dan dianggap tidak melaksanakan keputusan.

Berdasarkan alasan tersebut putusan pengenaan denda dengan kckuatan serta
merta adalah batal demi hukum. : :

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dlataﬂ; Pemohon mohon agar

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan member: putusan sebaga: ber:kut

L.

2.
3.
4

Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya. B
Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar e
Menyatakan Pemohon - tidak melanggar Pasal 22 Undang- Undanrr No. 5.

Menyatakan Termohon tidak berwenang uniuk memeriksa, menangam- ‘dan
memutuskan penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil;:-

Menyatakan Keputusan No. 03/KPPU-1/2002, yang dibacakan oleh Termohon
pada tanggal 30 Mel 2002 batal demi hukum atan scudak E;daknya
dibatalkan.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.’
Menghukun para Turut Termohon untuk tunduk dan mematuhi pﬁtﬁ'sén ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadxl adﬂnya (ex
aequo et bono).
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Danwa:lernaaap . gugaian - tersebut. Pengadilan. Negeri Jakarta Selatan - telah
mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal I Agustus 2002 No. 02/Pdt. KPPU/
2002/PN.Jak.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon ‘yang baik. dan benar,

3. Menyatakan Pemohon: tidak melanggar Pasal 22 Undang—Undang No. 5 tahun
Lo 1999 =

4.""Menyatakan"Termohon tidak berwenang untuk ‘memeriksa; menangani dan-
“imemutuskan’ penjuaian saham’dan: 0bhgas1 konversi: Indomobil.

5 'Menyacakan Keputusan No. 03/KPPU-1/2002, yano dibacakan oleh “Termohon
""" padatanggal 30 Mei 2002 dibatalkan:

6. Menghukum para Turut Termohon untuk tunduk dan mematuhi putusar ini.

7 '_ Menghukum Tmmohon untuk - membayar biaya. perkara ini yang hingga kini
dlanggarkan sejumlah Rp 359.000,- (tlg'l ratus: lima puluh sembilan ribu
. rupiah),

“bahwa sesudah: putusan: terakhir ini diberitahukan kepada Termohon pada
tanggal I Agustus: 2002 kemudian:terhadapnya oleh: Termohon dengan perantaraan
kuasa khusus, berdasarkan surat kuasa.khusus tanggal 14 Agustus 2002 diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2002 sebagaimana ternyata
dari akte permohonan:kasasi No. 02/Pdt.G.K.PPU/2002/PN . Jak-Sel. yang dibuat oleh
Panitera Pengadllan Negeri Jakarta Selatan; permohonan mana kemudian disusul
dengan memori kasasx ‘yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 14 Agustas 2002;

bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 19 Agustus 2002 telah
diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon diajukan jawaban memori kasasi
yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22
Agustas 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang wakin
dan dengan. cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi
daiam memorl l\dsasmya tersebut ‘pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex factie sa}ah/keiim menerapkan hukum temang kewenangan
‘Pemohon kasasi/KPPU untuk ‘memeriksa, menangani dan memutuskan kasus
persekongkolan tender, dengan alasan sebagai berikut :
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—  Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex :factic secara‘nyata telah
membenarkan “kewenangan Peniohon. kasasi/KPPU ‘untuk 'menyelidik,
memeriksa: pelaku usaha yang -bersekongkol dengan pihaki‘lain yang
mengatur-‘dan atan menentukan -pemenang . tertentu .sehingga dapat
mengakibatkan terjadi~persaingan usaha tidak:sehat seperti yang diatur
dalam Pasal 22 Undang-Undang No.:5 Tahun :1999.. Sementara dalam
.putusannya, judex factie menyatakan Pemohon Kasasi/ KPPU tidak
berwewenang untuk memeriksa, menangani dan memutuskan. penjualan
saham dan obligasi konversi PT. IMSL
Bahwa akan tetapi dasar pertimbangan tersebut telah tidak diterapkan dalam
_putusan judex factie, karena amar putusan judex factie telah menyatakan
tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan memutuskan kasus
persekongkolan tender penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMSL,
artinya judex factie telah tidak konsisten menerapkan pemmbangan hukum
dalam putusannya. s

—  Bahwa Pemohon kasasi/KPPU dalam sistim hukam di Indonesm adalah
Badan Publik vang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman dimana
pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu adalah melakukan:pemeriksaan,
membuat putusan dan berhak memberikan sanksi;.atau dengan: kata lain
Pemohon kasasi adalah Badan yang mémpuny_ai kewenangan Judiciary
Exclusive khusus dibidang persaingan usaha. Hal ini. dibukti}(_an dengan
adanya ketentuan Undang-Undang yang menyatakan :_'}__Jahw_a terhadap
putusan Pemohon kasasi/KPPU boleh diajukan keberatan ke Pengadilan
Negeri-dan hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3)
Undang-Undang No. 5 tahun 1999),

-~ Bahwa judex factie dengan pertlmbancannya yang menyatakan Pemohon
kasasi/KPPU telah memberikan penafsiran luas terhadap Pasal 22 Undang-
Undang No. 5 tahun 1999 sehingga pemohon :kasasi tidak. berwewenang
untiuk memeriksa, menangani. dan memuluskan tender pen_]uaian saham
dan obligasi konversi PT. IMSI: telah melampayi . ‘batas kewenangannya
seolah-olah judex factie berwenang menilai pe]aksanaan fungm _]lll‘EdIS di
pihak Pemohon kasasi/KPPU. .

Bahwa judex factie telah” sal&h/i\ehru”meiierapka'r'éi Hﬁkﬁlﬁ"tént'zing"péﬁafsiran'
atas pengertian-tender yang diator daiam Pasai 22 Undang—Undang No 5 tahon
1999 dengan alasan sebagai berikut g

_  Bahwa tidak benar Pemohon kasasi/KPPU mempmiuat; penafsnan tender
penjualan saham dan’ obhgam konversi PT. IMSI karena Pemohon kasasi/
KPPU telah benar menafsni\an pengertian tender daiam Pasal 22 Undang-



i Undang No. 5 tahun 1999 dengan menguraikan unsur-unsur tender yang
. sestial dengan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999,
#i-Bahwa penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak
»;membatasi pengertian ‘tender; karena’ disini' adalah tawaran pengajuan
& ' harga yang -bersifat wmum: yang: meliputi tawaran pengajuan harga untuk
;s "pembelian {fender pembehan) dan fawaran pengajuan harga untuk penjualan

i (tender perjualan).:- : i

i Bahwa' tender pembeilan- adalah peﬂawaran harga oleh tender untuk suatu
' pekerjaan, barang dan atau'yang akan dibeli. Sedangkan tender penjualan
- adalah’penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang
“ratan jasa yang akan dijual.”
~#i— 7 Baliwa para peserta tender dengan jelas terbukti mengajukan penawaran
“*" “harga untuk saham dan obligasi konversi PT. IMSI, yang pengaturannya
~tertuang ‘dalam’ *Procedures for The Submission of Bids” (Prosedur
untuk penyerahan tender yang dlberiakukan oleh BPPN dan PT. Holdiko
¢ Perkasa. SR
- ‘Bahwa saham dan’covertible bonds: adalah barang, dan ini sesuai dengan
“Ketentuan ‘Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI. Tahun 1995 tentang
1 Y Perseroan Terbatas yang menyatakan “Sabam merupakan benda bergerak
S dan memberikan hak ‘kepemilikan kepada pemiliknya.
e B_a_h_wa Judex factie telah salah menafsirkan j pengertian tender pasal 22 dan
e petljé}zisan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 karena bertentangan dengan
SO agag dan tujuan Undang-Undang tersebut sebagaimana tercantum pada
:pasal 2 dan 3 huruf a, b dan ¢, yaitu untuk mencegah praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha,
4 karena _itli setiap tindakan pelaku usaha yang menimbulkan persaingan usaha
- tidak sehat diantaranya tindakan persekongkolan merupakan tindakan yang
{017 bertentangan dengan' azas dan’tujuan pembentukan Undang-Undang No.
o 5 tabun 1999, Dalam hal ini Pemohon kasas/KPPU telah membuktikan
i -adanya tindakan bersekongkol dalam tender penjualan saham dan obligasi
i Konversi PT. IMSI yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

—  Bahwa tindakan pesekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

.+ Juga bertentangan dengan azas dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal

3 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena tindakan persekongkolan

tersebut telah mengabaikan kepentingan umum, menurunkan efisiensi nasional

.. .. dan mengbambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping it juga

- ‘bertentangan dengan azas dan. fujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3

s humf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 karena telah meniadakan kepastian
késémpatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.
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Dengan demikian adalah jelas bahwa pertimbangan judex factie telah salah/kelir
dalam menerapkan hukum dan hal itu cukup menjadi alasan bagi -Mahkamah
Agung membatalkan putusan iudex factie. :

Bahwa judex factic telah kurang memberikan pertimbangan hukum' tentang
cakupan pengertian tender dengan alasan sebagai berikut :

Pengertian tender dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999
adalah bersifat nmum- yaito mahput; tender untuk pembellan nmaupun
untuk penjualan. : :

Dimanapun di dunia ini baik pemerin'tah"maﬂpuh'swasm meldkukan tender
untuk ‘memperoleh “hasil yang terbaik” bagi yang menenderkan. Judex
factie dalam pertimbangannya telah terbelenggu oléh pertimbangan bahwa
kegiatan tender dilakukan hanya oleh pemerintah sebagaimana tercantum
dalam Keppres 18 tahun 2000 ‘dimana hal ini jugd ‘ménjadi kewenangan
Pemohon kasasi/KPPU. Namin cakupan dari Pasal 22" Undang-Undang
No. 5 tahun 1999 lebih Iuas dari cakupan Keppres 18 tahun 2000. Dengan
alasan diatas judex factie telah tidak cukup memberi pertimbangan hukum
tentang cakupan pengértian tender dalam’Pasal 22 Undang-Undang No.
5 tahun 1999, hal mana telah cukup menjadi alasan Mahkamah Agung
untuk membatalkan putusait judex factie.”

Judex factie telah mempersempit pengertian tender se}anjﬂinj}a:'bérdasarkan
pengertian yang telah dipersempit menyim'pulkan'bahwa tender penjualan
saham dan obligasi kKonversi ‘PT IMSI adalah ‘bukan ténder yang
dimaksudkan oleh 'Pasal 22 Undang-Undang No.'5° Tahun 1999, sehingga
Pemohon Kasasi/KPPU tidak berwenang ‘mengawasi, ‘menyelidiki,
memeriksa tendér penjualan-saham’ dan obligasi-konversi PT IMSI yang
dimiliki oleh PT Holdiko Perkasa din BPPN, kesimpulan yang dibentuk
berdasarkdn pengertian yang'salah' yaﬁg'dilakﬁkan oleh judex factie adalah
sangat tidak tepat dan tidak benar serta berbahaya bagl keh1dupan ekonomi
di Indonesia. “

Bahwa Undang-Undang No. 5 tahun ‘1999 (termasuk pasal 22) tidaklah
dimaksudkan berlaku hanya untuk {sektor) Pemerintah, Undang-Undang
ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia’ dansecara khusus bagi
para pelakn usaha. -

Kesimpulan judex factie yang berdasafkén_ padé pehgé.l‘.tién;.y::_ing“_dipersempit
yang dengan jelas tidak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun
1999 dengan jelas menunjukkan bahwa Judex factie salah dalam menerapkdn
hukum.



4. Bahwa'judex: factie telah-salah/keliru menerapkan hukum tentang status

* kedudukan Pemohon- kasasi/KPPU sebagai badan kekuasaan kehakiman yang
berwenang secara khusus memutus kasus persaingan usaha c.q. persekongkolan
tender, dengan alasan sebagai berikut :,

— Bahwa dalam proses perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

.:judex factie. telah menempatkan Pemohon Kasasi/KPPU sebagai pihak
bersengketa dengan pihak Termohon Kasasi. Pemohon Lasasi/KPPU dalam
kedudukannya adalah sebagai pengawas juridis terhadap pelaksanaan

.. Undang-Undang No. 5.tahun 1999. Pemohon Kasasi/KPPU memiliki

.. kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan menjatuhkan

- sanksi berupa_tindakan administratif. Dengan kedudukan ini Pemohon
KasasifKPPU :memiiiki kewenangan jodicial exclusive khusus dibidang
'pcrs:a_inga_n.us_aha._Dcngan kedudukan itu, Pemohon Kasasi/KPPU bukanlah

. merupakan pihak bersengketa tetapi sebagai lembaga pemutus yang

. .mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana telah

... diputuskan oleh Pemohon Kasasi/KPPU dalam perkara a quo.

— .- Bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 memberikan wewenang kepada
- Pemohon kasasi/KPPU untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran
oleh Pelaku usaha tertentu meskipun tidak ada laporan (Pasal 40 ayat 1
Undang-Undang No. 5 tahun 1999).

...~ Bahwa Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi adalah mercka
.yang dikenakan hukuman sesuai kewenangan Pemohon Kasasi/KPPU.
.. Tindakan Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi mengajukan

... keberatan atas putusan Pemohon kasasi/ KPPU adalah suatu upaya hukum

;. yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang sifatnya adalah upaya banding
terhadap putusan Pemohon Kasasi/KPPU, artinya Pemohon Kasasi/KPPU

. dalam proses banding (pengajuan keberatan) bukanlah pihak bersengketa

- dengan Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi.

— Bahwa Termohon Kasasi dalam kegiatan tender penjualan saham dan
obligasi konversi. PT IMSI yang dalam penyelidikan dan pemeriksaan
Pemohon Kasasi/KPPU telah terbukti melakukan Tindakan Persekongkolan
dengan para Tarot Termohon kasasi.

Kasus seperti ini telah dan akan sangat merugikan masyarakat Indonesia,
schingga putusan judex factie yang berlindung pada pendekatan formil

" saja telah mengabaikan kebenaran materil seperti yvang telah diputuskan
Pemohon Kasasi/KPPU' dalam perkara a quo.

Dengan segala uraian di atas cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk
membatalkan putusan judex factie;
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Menimbang, bahwa terlepas-dari alasan-alasan kasasi -tersebut «diatas :menurut

pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri-Jakartd -Selatan telah . salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. :

a.

bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, ‘Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan seharusnya lebih dahulu mempertimbangkan segi: formal, baik
mengenai bentuk keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan maupun
putusan yang menjadi obyek keberatan tersebut;

bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.
03/KPPU-1/2002 tanggal 30 Mei 2002 diajukan oleh Termohon kasasi/Pemohon
keberatan dalam bentuk gugatan dimana KPPU sebagal pihak Termohon
keberatan disamping para Pelaku usaha lainnya sebaga; para turut Termohon
keberatan;

bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang—Undang No S tahun 1999
KPPU adalah suatu lembaga independen yang bertanggung Jawab kepada
Presiden, karenanya KPPU bukanlah suatu.badan hukum yang berwenang
bertindak di muka Pengadilan (persona standi in judicio) sehmgga ia tldak
dapat menjadi pihak dalam’suatu gugatan perdata; - :

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Seiatan No. 02/Pdt.
KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal | Agustus 2002 harus dibatalkan da.n Mahkamah
Agung akan mengadiki seudm dengan pemmbangan ‘berikut ini;

bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertxmbangkan segx formal
putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mcx 2002 yang dlsengketakan
tanpa memasuki pemenksaan pokok perkara '

bahwa putusan KPPU No 03/KPPU—1/2002 tanggal 30 Mez 2002 yang
disengketakan tersebut menggunakan 1rah-1rah (kepala putusan) “Delm Keadzlan
Berdasarkan’ KeTuhanan Yang Maha Esa” sedangkan sesuai dengan Pasal 30
Undang—Undang No. 5 tahun 1999 KPPIE bukan badan peradxlan sebagalmana
yang dimaksud dalam Pasai 10 Undang Undang No 14 tahun 1970 dan. Juga
tidak memperoleh kewenangan secara khusus dari Undanngndang No. 5 tahun

1999 serta peraturan pemndang—undangan lamnya untuk mermuat irah-irah
tersebut;

bahwa oleh karena itu KPPU dalam putusan tersebut telah’ melampaui
kewenangannya, sehingga putusan itu mengandung cacat hukum dan karenanya
harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cokup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dan Pemohon kasasi : Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU dan'membatalkan



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt. KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal
1 Agustus 2002 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan
amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

: Menimbang, ‘bahwa oleh: karena Pemohon kasasi adalah pihak yang kalah,
maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus. dibebankan kepadanya;

*'Memperhatikan ‘ pasal-pasal dan’ Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan
Undang Undang No 14 tahun 1985 yang bersangkutan '

MENGADILI

5_ Mengabulkan permohonan kasam dari Pemotion Kasam KOMISI PENg iIAWAS
PERSAINGAN USAHA/KPPU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan, Negen J akarta Selatan No. 02/Pdt. KPPU/2002/
PN .T ak Sei tanggal 1 Agustus 2002

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan batal demi hukum putnsan-Komisi Pengawas Persamgan Usaha/
- KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002;

Menghukum Pemohon Kasasz/Termohon keberatan untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tmgkat peradllan yang dalam tmgkat kasas1 ini ditetapkan
sebanyak Rp 500 O(}O (hma ratus nbu rupmh) '

' Dem:kmn}ah dlputuskan dalam rapat permusyawaratan - Mahkamah Agung
pada hari Kamis tanggal 2 Januan 2003 dengan H. Socharte, SH. Ketua Muda
yang d1tunjuk oleh Ketua' Mahkamah Agung sebagal Ketua Sidang, Prof. DR.
Paulus Effend1 Lotulung, SH, dan Ny. Marianna Sutadi, SH sebagal Hakim-Hakim
Anggota dan dlucapkan dalam s1dang zerbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Sldang tersebut dcngan ‘dihadiri oleh Prof. DR Paulus Effendi Lotulung, SH.
daﬂ Ny Mananna Sutadi, SH, Hakim-Hakim Anggota dan IG A, ‘Sumanatha, SE.
Parutera Penggantl dengan ndak dlhadln oleh kedua belah pihak,

o Heldm-Haldm Anggota & . .. Ketua
ted,
H. Soeharto, SH. 4 Ny: Maﬁ#nna Sutadi, SH.
ttd. '

Prof DR Pau]us Effendl Lotuiung, SH.

1i4 Yurisprudensi MahRgmah Agung R



Biava-bi .
1. Meteraio.
2. Redaksivna
3. Adininistrasi kasasi........

Jumlah .o,
L TP SUUNUR SURNNR Y I SOF of ASUUU SOl v RS

Panitera Pengganti :
ted.
IG A. Sumanatha, SH.

Rp.  1.000-
Rp. 493.000,-

Rp. 500.000,-







